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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pengelolaan 

BUMDes Mpili Jaya, maka dapat disimpulkan sebagai  berikut: 

1. Pengaturan kewenangan BUMDes berdasarkan undang-undang No.6 

tahun 2014 yaitu menjalankan usaha ekonomi dan pelayanan umum 

terhadap masyarakat menggunakan BUMDes. Kewenangan ini menjadi  

rujukan BUMDes untuk mengembangkan usaha agar peningkatan 

ekonomi desa dapat tercapai serta meningkatkan pendapatanm asli desa 

dan mengelola sumber daya ada di Desa Mpili Kecamatan Donggo.  

a. Kewenangan BUMDes Berdasarkan UU No. 06 Tahun 2014 

b. Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pembentukan 

dan Pengelolaan BUMDes 

c. Peraturan Desa Mpili Nomor 1 Tahun 2017 Tentang BUMDes  

Mpili Jaya 

2. Implementasi peran BUMDes di Desa Mpili yaitu dengan menyediakan 

jenis usaha yang dapat membantu masyarakat berupa Usaha Desa Simpan 

Pinjam (UDSPP) dengan tujuan untuk memberikan bantuan modal bagi  

pelaku usaha kecil-kecilan. Dengan adanya bantuan modal yang diberikan 

BUMDes, maka perkembangan usaha masyarakat dapat mendongkrak 

usaha mikro.  
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B. Saran 

Berdasarkan wawancara tersebut di atas maka penulis memberika 

rekomendasi sebagai berikut 

1. Pengaturan kewenangan BUMDes harus dikelola dengan peraturan 

Bupati/Kabupaten Bima. 

2. Peran BUMDes harus memberikan kepastian hukum bagi mansyarakat 

termasuk dalam aspek kesejahteraan perekonomian masyarakat. 
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